BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka
peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut
1. Perkawinan samauda ini yaitu sebenarnya hal ini sangat bertentangan
dengan apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974
tentang Perkawinan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan syarat sah
perkawinan salah satunya haruslah cakap dan cukup umur. Perkawinan
samauda ini tidak seharusnya untuk dilakukan dan tidak seharusnya untuk
terjadi. Karena tidak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Namun
jika memang ada kesepakatan antara kedua belah pihak calon mempelai,
itu hanya dalam faktor keadaan yang tidak sadar pikirannya atau karena
adanya di guna-guna. Hal ini akan berdampak setelah dilangsungkannya
perkawinan. Apabila perkawinan dilaksanakan karena salah satu calon
mempelai dalam keadaan tidak sadar pikirannya, ketika sudah
dilaksanakannya perkawinan orang tersebut akan kaget dan sebenarnya
orang itu tidak menyukai sama sekali dengan pasangannya. Perkawinan
yang dijalani bukanlah didasarkan karena ada rasa cinta dan kasih sayang,
namun semakin hari hanya dipenuhi oleh pertengkaran saja. Akhir dari
perkawinan yang sudah dijalani itu pasti berakhir dengan perceraian.
Ketika kita dihadapkan permasalahan kasus perkawinan samauda

seharusnya itu dapat dicegah dan tidak di lanjutkan, karena jika dibiarkan
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dan terus terjadi perkawinan itu akan tidak sejalan dengan apa yang
seharusnya,

2. Kedudukan Status Perkawinan Atas Pertimbangan Kejiwaan Dalam
Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Seseorang yang akan melakukan perkawinan harus memenuhi syarat sah
perkawinan. Syarat khusus sahnya suatu perkawinan yakni calon
mempelai ini harus bebas dalam menyatakan persetujuannya untuk
melangsungkan perkawinan satu sama lain dan tidak di paksa oleh pihak
lain.

Artinya dalam hal ini menuntut konsekuensi bahwa kedua calon
mempelai harus sudah mampu untuk memberikan persetujuan untuk
mengikatkan diri dalam suatu perkawinan dan ini hanya dapat dilakukan
oleh orang yang sudah mampu berpikir dan dalam keadaan sadar, sehat
jasmani dan rohani.

Perkawinan akan sah berdasarkan Undang-Undang apabila ketika
dalam pelaksanaannya di KUA pihak KUA tidak melihat adanya kelainan

pada salah satu calon mempelai.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka
peneliti dapat memberikan saran diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Menurut peneliti, untuk sebagian masyarakat Gorontalo yang

mempercayai tentang samauda tersebut seharusnya lebih kritis dan selektif
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dalam berbagai tradisi yang berkembang di masyarakat, apakah semua itu
melenceng dari agama, peraturan perundang-undangan atau tidak. Dan
dapat memperkuat iman di diri sendiri agar supaya dijauhkan dari segal
hal-hal yang tidak di inginkan.

. Bagi para tokoh adat juga yang mempercayai hal tersebut, peneliti
menyarankan untuk mampu menjelaskan bagaimana kebenaran sejarah
tentang perkawinan yang terjadi karena pertimbangan samauda itu, mereka
tidak hanya memberikan alasan yang tidak pasti dan hanya sebatas
mengikuti kepercayaan yang sudah di tanamkan dalam kebiasaan
masyarakat setempat.

Budaya sudah memang haruslah distarikan, namun jika budaya
sudah bercampur dengan hal-hal gaib, sudah selayaknya budaya tersebut
untuk dapat ditinggalkan, dan hanya untuk cerita bahkan agar bisa
dihilangkan secara perlahan. Karena memang tidak mudah untuk

mengubah tradisi atau kebiasaan yang sudah melekat dan diyakini.
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